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SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu
Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk
mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan
akuntabel;

bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan
daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai
terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk
kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Daerah terhadap Bendahara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan ...




Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
PerBendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan PerBendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BABI ...




BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan

terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga
negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas
nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan

uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah
tim yang memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang diangkat oleh
pimpinan instansi yang bersangkutan.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM
adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi
dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas

Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sitajaminan.

13. Surat ...




13:

14.

15.

16.

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW
adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian
kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan
diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak
dapat dilanjutkan.

Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian
Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian
Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Daerah

terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Bendahara lainnya yang

mengelola Keuangan Daerah.

BAB III
INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

a.
b.

Gl

pemeriksaan BPK;

pengawasan aparat pengawasan fungsional;

pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau kepala
kantor/satuan kerja; dan

perhitungan ex officio.

Pasal 4

Pimpinan instansi wajib membentuk TPKD.

(2) TPKD ...




(2)

(1)

TPKD terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;

b. Inspektur sebagai wakil ketua;

c. kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;

d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan,

kepegawaian, hukum, umum, danbidang lain terkait sebagai anggota; dan

e. sekretariat.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, kepala dapat membentuk tim ad hoc untuk
menyelesaikan Kerugian Daerah yang terjadi pada satuan kerja yang
bersangkutan.

Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan
data/informasi dan verifikasi Kerugian Daerah berdasarkan penugasan dari
kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang

bersangkutan dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian
Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan
oleh BPK.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD
menyelenggarakan fungsi untuk:

a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa
Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan

sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;

f. memberikan ...




(1)

(2)

f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian
negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan
pembebanan sementara;

g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan

h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal 7

Atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan
setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit

dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus

Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(1)

Pasal 9

TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain

sebagai berikut:

a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang

melaksanakan fungsi ke Bendaharaan;
b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
c. register penutupan buku kas/barang;

d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat

adanya kekurangan kas;

g. surat ...




(2)
3)

g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung
indikasi tindak pidana,;

h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal

Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan

i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebas tugaskan sementara dari

jabatannya.

Mekanisme pembebas tugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti

ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Pasal 11

TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian

Daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.

Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan
laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk

menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi.
a. nilai Kerugian Daerah;

b. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; dan

c. penanggung jawab ...




C. penanggung jawab.

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti
ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan
surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian
negara melalui SKTJM.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata
tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK
mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Daerah

dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

BAB IV
SKTJM

Pasal 13

Pimpinan instansi memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia
membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib
menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-

dokumen sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;

dan

b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain
dari Bendahara.

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan
yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah

BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

(4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15 ...




Pasal 15

(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat
puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa

menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau
mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

(1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau
surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada pimpinan

instansi.

(2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui
SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan

instansi agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses
pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela,
maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa

yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V ...




(1)

(1)

BAB V
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 20

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian
Kerugian Daerah, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan
Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara
tidak bersedia menandatangani SKTJM.

Pimpinan instansi memberitahukan Surat Ke Putusan Pembebanan Sementara
kepada BPK.

Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara tercantum dalam
Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 21

Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk

melakukan sita jaminan.

Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan
penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan

Pembebanan Sementara.

Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 22
BPK mengeluarkan SK PBW apabila:

a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari pimpinan
instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata Bendahara tidak
melaksanakan SKTJM.

(2) SK ...




(2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara
melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan

tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari Bendahara.

(3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung
Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak SK PBW diterima Bendahara.

(4) Bentuk dan isi SK PBW tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14
(empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda
terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara
tersebut diterima oleh BPK.

BAB VII
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 25
(1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:

a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau

c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani

SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26 ...




Pasal 26

(1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan
langsung Bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja Bendahara dengan
tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima

dari Bendahara.

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

(1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan

yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

(2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebasan tercantum Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang
diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari

Bendahara diterima.

BAB VIII
PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 29

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib
mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai kekas
daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat

keputusan pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka
harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31 ...




(1)

(2)

3)

Pasal 31

Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk

pelaksanaan sita eksekusi.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian
Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan
kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan

lelang atas harta kekayaan Bendahara.

Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan
yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan

sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah

berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan

penjualan dan/atau pelelangan.

(1)

Pasal 33

Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil
penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka
pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian
Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari

penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan
bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen
yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian
Daerah.

BAB IX
PENYELESAJIAN KERUGIAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 34

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai

dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah
yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.

(2) Apabila ...




(2)

Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti
Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan
menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai
penggantin SKTJM.

Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau
diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 35

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan

penghapusan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 36

Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat

Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

(1)

(2)

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 37

Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam
waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan
penuntutan ganti rugi.

Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak
dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak
keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau
sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak
diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB XII ...




BAB XII
SANKSI

Pasal 38

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan
pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 40
{1} BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:
a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada
keluarga;
b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

{2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pencatatan tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan PerBendaharaan dalam rangka memproses
penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal 42

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan
penggantian Kerugian Daerah.

(2) Dalam ...




(2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian
Daerah dalam Kerugian Daerah, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan

sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian
Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Surat
Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang
sudah disetorkan ke kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh

satuan kerja yang menangani kerugian negara yang sudah ada atau oleh
Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Pimpinan instansi membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di sangatta
pada tanggal S Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran |

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor :5¢4 Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daersh
Terhadap Bendahare

NAMA UNIT ORGANISASUSATUAN KERJA '}

terjadinya kekurangan
uang/barang

Kepada :

Yth, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakiian Propinsi Kalimantan
Timur
di
Samarinda

Mmrmmm“memmmmmm
Bendahara Penammanf Bendahara Panoehmwsendahara Barang ") an.

NIP. . menjadi mnggungiawab kami, telah tarjadi

Selanjutnya kami beritahukan bahwaatas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

2z 2

Sehubungan dengan hai tersebut, guna penyeiesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami
Wkan:

s Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
b. Register Penutupan Kas;
<. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
4. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
c. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demiican pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam preses
pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Amsan Langsung/Kepala Kantor %)

*} Corat yang tidak perlu

mm
! Mw“mmmwmm

Dile! dengan tindakan-tindekan pengamanen yang teish dilskuian, sntsm lain © penyegeisn brankas, penutupen Buku Kas Umomn, dan
mwmmmmmmmmmmmmm

Dk dengan nama. jasetan, den NIP stasan lngeuns/KepaiaKanis. BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretari aerah Kabupaten Kutai Timur ISMUNANDAR

Waluvo Hervawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran §i

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : S/ Tahun 2108

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

s g 2 Ly
TAHUN
SKPD
i ey I i
| No. Nama No./Tgh | Ucsian JenL Jemi. Sisa | Jenisdan | Kee®) |
i Bendahara SKTjM/ Kasus/ Kerugian Pembayaran/ Kerugian Jumiab !
i SK Pembebanan Tahun Negasa Angsuran sd ®Rp) Barang i
i Sementana/ SK Kepdian (Rp} Bula... Jaminan
i Pembebanan Rp) {
’i |
1 3 ) 3 3 [3 T S T
[ 1
!
}
|
]
Instansi,
S S 3

Perunjulc Pengisian :

n Diaim dengan nomos urut

o s denygan ams b h ki

¥ mmmn;s&:’:}w&w / SK P banas (apabils ada).

& Do dengan umas kowos/obon keadan,

5 Dndmmhhhmm’dﬁauw—h}

6 Deosi dengan pomiah pemb olch mwone danBondaboe.

0] bmdmmhhhnbmi &wm&

8 Dmdmwmdmnmhh bazang prmetan (mpabds ac).

%, Dun dengan:

Mm&'ml.mhmmm meciahn peopabo: barang
nmmms:m
Pek Q\LL -2 oS, Pt 3T | barsng {; ety
BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd
: 3 : ISMUNANDAR
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat D

erah Kabupatn Kutai Timur

Waluvo Hé/gawan, SH
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran Il

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor .54 Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertandz mogan i bawsb o :

Nama

Tempat/Tgl.lahir A b e R R A AR NS S I P S A R A B0 ey e S ¥ A A A S A e s g

No. & I‘g!.!sKl-’mpnglr:am ‘vcbam:ch:hhm e St
Meoyatakan dengan odak skan menark kembah, bahwznﬂbﬂmam\mmw:bmkdugun\qpnm
RPLTllTaizanil o o e e s s AR G L T BN i ). yakni kerugian yang disebablan :

.............................................................................

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyerorkan jumiah tersebut ke KasNegara /Daerah*)di dalam
tangia waku 40 (empar puluh) hari sk saya mesandatangaod SKTJM ini 9
Sebagai jamingo atas pernvataan mi, sava serabkan barang-bacang beserta bukti kepemilikan dan surar kuasa menjual sebagai

kRS R e -

Apabila dﬂmmgmmkmﬂ{mwpduh}hmnehhmmmﬁmmmmmymunudﬁmmﬁaﬂn
seluruh jumish kerugiao tersebur, maka Negara dapat jual 2tau melclng barang § weh

T

Mengerahui: meteral cukup

Kepala ...oovevrenannnnn oo (Satuan Orpanisan)® (NamaBendahara)

o demgan pams dus orsogy saled dan Pr BFK aom ngkomynn 3 vang bertangioaon yany Sax nakukas p damangs SKTIM m

BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya td

Sekretariat Daerah Kabu haten Kutai Timur
ISMUNANDAR

" Pembina TK. 1/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran IV

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 54 Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

KEPUTUSAN
N b

tentangy
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

{DAmMIINSTANST) cueesre e erenranenreas =9
jabatan yang berwenang menerbitkan surat kep ) %)

o~

& H

e o (JE%

MEMUTUSEAN

s

Menetapkan :  Keputusan ........ (nama abamn yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada insmansi terkais)
tentang Pembebanan Kerugian Negasa/Deemh Sementara ©

PERTAMA :  Membebani penggantias kerugian negara  semcamaca terhadap Saudara...........~(nanm, pangkat,
yabatan, NIP) selaku Bendaham/Pengampu/Wars/Keluarga dasi Bendaham™)paca
BBERRL. Riheciocscrcismss s svins o fonr e KSEDEARIEE i il )

KEDUA :  Meougasian kepada Sandara ....oeecaien i e sehikn Ketoa TPEN dieeeveenennnrnnneneion

EETIGA :  Kepurpsan i mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Temb Eep diempaikan kepads:

L anghoranghy
" Corct v ndak ity
Peunjuk

Pengisian :

1y D dengan numor koputusan yang bedbkn sescw denggin ketontuan yang berbiks pada mstans vang borssnghunn.
% Dwa dengan samamsxns
3} Dum dengan nama pbatan vang b erbakan k
43 1hmmmmmmmmmww ingn/pertmbangan tentang perh duwenpianoys keputusan m.
s;nmm re -élpdulthhn, kep yang vk n—nm'*‘ g
G)Dndwpnmm frachs mstanaterkant.

WWWMM\DMWMWMWhMmme

5 S R IR IR IS s s BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd

Sekretariat Qaerah Kabupaten Kutai Timur
Ke i

ISMUNANDAR

Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran V

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 54Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
RE?U'BLIK INDONESIA
N Y
Tentang
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN EEBERATAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a !
b } 3
c
Mengingat p
= } »
X
MEMUTUSKAN
Meactapkan :  Keputusan tentang Penctapan Batas Waktu PengajuanKceberatan
PERTAMA i Menyamkao bahwa Saudam Bendahazma/M: Bendzhara pada ...........(unir kega dan
i) i bertangpung fawab amzs kerogian negara,/dacrab sebesar
Rp__ ............ s dcngn hmzf.._:......} sebagai akibat kesslzhan/kclslzizn yang dilakuiasove
sehingpa mengakibatkan tegjadinya kerugian negara/dacrah teescbue 9
EEDUA 1 Memberi kesempatan kepada Saudara k mengajukan keb ateu pembelan did
amkmpmacpnd:hmmghwhuﬁ(anpnbcbs}hmmhmngmhbmsmt
keputusan .5
EETIGA :  Apsbila sampai dengan batas waku 14 (empat behas) bad but bend: vang b gutan tdak
mmmxhnkﬁmmmupmm&mmw&mh%?mw
akan segera menerbitkan Surat Keputusen Pembebanan.
EEEMPAT 1 Serat Keputusan ini berdaku sejak tanggal ditetapkan
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
KETUA,
[ SNSRI, - Y O |
ANGGOTA,
N
(e Nama A ngpots o)
ANGGOTA,
[ R NamaIANGROM. . . xvevavnsss, )
Tembx K e P sk Jeopacta :
% Mkmlm'ﬁma'ww‘l'mmﬁ.“_} Lo}
2 -
s 't Iendabars beraogktan.
Pecunjult Pengician @
1} Dum dengan nomor keputusan ying berdaku sesad dengan kesonomn. yang bedalo GBEPRL 3
3 mwmmmmmmmmuw g/ p bz dunya decapiaonys keput
3} Diis dengan p mpmmmw Wﬂummum

€ WMMWWMﬂmhmmmhMWWMwm
3 D dengan sama bendabars/manan hondahar

6 Das nama o keponsan ditcapkan,

) Dﬁnwdmmmm-h — Mancks Tumune Perbendabarssn & BPR.
8 Dmdaunmwmmﬂ—:dmw

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Sahnan sesuai dengan aslinya

ISMUNANDAR

b Aanrm—

Waluyo A‘::x_‘gawan, SH
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran V1

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 54 Tahun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Terhadap Bendahara
EKEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMIOT cemssmrrerarssomsvans T}

Teotang
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA %

ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADANPEMERIKSAKEUANGANREPUBLIKINDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang i
b, } ”
(=9
Mengingar 1. =
2 i
5 %
s T
MEMUTUSKAN

Menempkan . Kep Badan P riksa Kenangan tentang Pembeb Penggantian Kerngian
Negara Kepada ..ooaeennee. %

PERTAMA 2 Menyatakan Saudara ., NIP. Bendahara /M. Bendahara pada (r i
kerja, instznsi/ ptmm{!\abupamﬂ(ouj...... telah wrbukd secaca sah dan meyakinkan melzkokan
kesalahan atae koladamn schinggz mengakibatkan kmn@n/dauzhvmg:cmdldahm
pengurusan/ pengelolaanaya senilat Rp.oveveee.o- g dengan buruf } 9

KEDUA : Sendara . diwzjiblan varuk menggant kerugian acgars/dacrah dengan jumish schagaimana

dalam Dik Pﬂﬂwmmmkkﬂbiwmmh'}”

KETIGA : Kep ini mulai bedaku scjak tanggal ditctapkan,

Ditetapkan di S
Pada tanggal R },3
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
KETUA,
ot A Nama,/Kerea )
ANGGOTA,
| S NamaAngeott. .ovveeresurenas ) )
ANGGOTA
e ~NumaAnggo. .. )

T = ﬁ:' = - .

L Mdemeni/ Kenm Lembag, Gubernur/ Bepan/ Walikos s }‘im

2  Dircktur PT Taspen/ Kepahh KPRN oo oo

1 Yaeg beramghoesn.

Peumjuk Penginian :

1=9uhwmw“mmmmmm¢am

2} Dun 2 b

I{%mmmmﬁhmmmMW‘7 g/ p g " P coplonnys kep -

4 D dengss p porundang gan whags dasar ukwm pongchuran kep yang teghkamnnys sams aGu kinh oogn.

5 Dusi dengan cama bendahara/|

G Do dengan pama bendabars, Bendabars, wast ke dan lokas unmt ker, dan il kerugmn scgasa)/ dacoad vang toradi

T Dries denpan nama bendahara/ ‘eme

10 dengan nams-narm et yang tevkon: dengan

BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd

Sekretariat Daerah Kabup ten Kutai Timur
ISMUNANDAR

Waluvo Hervawan, SH

Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran VIl
Keputusan Bupati Kutai Timur
" Nomor :54 Tahun 2018
Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

EEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMIOT weerversrrsrarmsasass ¥
Tentang

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARABAERAH KEPADA 3

ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK NDONESIA

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang =
b. 3
<.
Meagmgat R S o
e ....__....A_T;a- 4)
5. P At S |
MEMUTUSKAN
Menctapian H Kep Badan P ik K P g Pembeb Penggantian Kerugian Negara
Kepada o)
PERTAMA Terdapat kerugan negars/dacrah scb Rp. f denganhuruf .. } yang teradi dalarn penguerusan
SQUGATE vy Pibcdz 321 i1 sclaku Bendaham pada . (a1 i/ provinsi/kabupaten/kot). 9
EKEDUA Sauddara adak terbuktd melakokan perb % hukum baik sengay pua fals schingga
vdak dape: Srannlan pormangrungixwaban ams kemg wars yang wrjadi.?
KETIGA Membebaskan Saoda dan kewajtban untuk menggant kerugian negana dengan nilad sebags
tercanturn dalarn Dikrum PERTAMAS
KEEMPAT Kep o ol berdake scpak angpal ditetapian
Ditetsplandi ..o } =
Padatanggal " =
KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,
K!.-‘T‘La\.
A.\C"GGTA.
(e NI ABERO, ... }
e
ANGGOTA,
& NamaAnge )
T Eop oy kan kepada
L \t:mu’?—j o Gl " Bupan/Walikoe;
=} e, Dmﬂhmmlm.r‘w
Provinsa/ Kabupaten, Koo 115]
L2 hmh.umns..__.__.___...._m_..__— mmnann
Promijuk Pengisian :
1) D desnpm monmior epotusan. Seog Devialu tous desgn fectesavan Tang b o B
T Dues dengosn naen sbeadaburs
_1: Tt hvapton Fulory da YRS treres abbearn )/ Vamaan vy S, P
st kann s RePuinaan e
. pees P chaerne sndarigan scbuge dasar imsicmny Fang, g v paima, aras loted b
5 Una Gormean. aosres, henedalncs
& Do devtygen somilah kevogisn acgars rang renad, aama b dmn /' 1
T Desedengpen rosnsa bondatiers
N Toimaebemgpan e neechehars
% Dasr demoan asena rempan dars toggmal arrrapkan
% Dise chomgaer nouma Kenas dan Masedss Tumtutm Porbendaharaan & PR
11} Do dengse nariias-0arma Svtans vany terket dengsn keputosens.
BUPATI KUTAI TIMUR,
Salinan sesuai dengan aslinya ted
Sekretariat Da Kabupagen Kutai Timur
Kepala Ba
X ISMUNANDAR

Waluvo ﬂeﬁawan, SH

Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003




Lampiran VIl

Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 54Tehun 2018

Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

o [T T
Tentang
PENCATATAN KERUGIAN NEGARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Meaimbang a i s easne | Y
b, L.
c e
Mengmgat i v raominers e toeteees
2 IR WP _._..-} »n
3 PR e o,
MEMUTUSKAN
Menctapian 5 Kep Badan P Hesa K g sy P Eerugizn Negam
PERTAMA 3 Mencarar kerugmen nogmra yeog monmidit angputg meab Sewd: JSendahars M,
Bendaham pada ... {nama saroan  kena, Imm/?mmm/l(&bupmﬂ/}io::) sebesar
" SR AN " Y T R Y
EEDUA ¥ Badan Pemeriksa K gan dapar melakukan p apabila il dian has keberad
mann bendahara bor pada Dik P dakemabug
KETIGA 2 Apnb-h dalam jangka '«uh.:m mbu o Badan Pemerikas Keuanganddak dapar menerbitkan
Penggantian Kenggian qumb.ms tersebuor, maka
r}uﬂhﬂtmmhkdapudﬁi‘ P kepada
KETIGA 7 Kep im ruls bedaku sejak taogeal ditetaphkan
Ditcesplandi :..
Padatanggal :. - } d
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN
Ketua
AU, & Y% 1o RSt &
ANGGOTA
{ NamaAngpot.... -} | 6}
ANGGOTA,
; fo e Nama Angme. ... 3
1. Mentes/ PenpimmnLesbaga/Gubesnae/ - <
2 Sekrrmns Jendenl/Sekeetsric Dacrzh D /1.cenbag (P b Provias/ Kabepaten,/ Koo Lo
3 Kepal Famtor & -
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